
I. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pernbenrukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungao _:_ ... 

a. bahwa sesuai dengan Arah Kcbijakan Umum Rencana 
Pcmbangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Klaren 
Tahun 2006-2010. agenda pokok pcmbangunan di Kabupaten 
Klaren yaitu mewujudkan Klaren yang mandiri rnelalui 
pembangunan kawasan dan rneningkatkan kesejahtcraan 
masyarakat; 

b. bahwa demi mewujudkan komianen peningkatan kesejahteraan 
masyarakat tcrutama di bidang pendidikan, Pemerintah 
Kabupaten KJaten melaksanakan kebijakan sekolah yang bcrmuru 
untuk menjamin pcndidikan dalam rangka penuntasan wajib 
belajar Pendidkan Dasar 9 tahun di Kabupaten KJaten; 

c. bahwa dalam rangka pengernbangan Pendidikan Dasar yang dapat 
menjamin peningkatan muru, pemerataan dan perluasan akses 
kesempatan, relevansi dan daya saing, penguatan iata kelola dan 
pcncitraan publik, perlu kebijakan pernerintah Kabupaten Klaren 
dalarn memenuhi kualitas proses dan basil pendidikan; 

d. bahwa sebagairnana Undang-undang yang telah mcngamanatkan 
kepada seluruh satuan pendidikan supaya menerapkan 
Manajemen Barbasis Sekolah (MBS), nnusan model 
penyelenggaraan saruan pendidikan dengan prinsip kelola 
Manajemen Barbasis Sekolah (MBS) penting untuk direplikasi 
penerapannya keseluruh saruan pendidikan pada jenjang 
Pendidikan Dasar di Kabupaten Klaren: 

c. bahwa untuk maksud tcrscbut pada huruf a, huruf b, huruf c dan 
huruf d. perlu adanya Peraruran Bupati Klaten tentang 
Pelaksanaan Manajcmcn Bcrbasis Sckolah (MBS) pada Jcnjaog 
Pendidikan Dasar; 
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Dalam Peramran Bupati ini yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Klaren. 
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Pcnyclenggara 
Pemerintahan Daerah, 
Bupati adalah Bupati Klaren. 
Dinas Pendidikan dan Kebudyaan yang selanjutnya disingkat P dan K adalah Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Klaren. 
Kepala Dinas P dan K adalah Kepala Dinas P dan K Kabupaten Klaren. 
Jenjang Pendidikan Dasar adalah tahapan pendidikan yang meliputi Sekolah Dasar/ 
Madrasah Ibtidaiyah (SD/Ml) dan Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah lbtidaiyah 
Tsanawiyah (SMP/ MTs) Negeri/ Swasta di wilayah Kabupaten Klaten. 
Satuan Pendidikan adalah kelornpok layanan pendidikan yang mcnyclcnggarakan 
pcudidikan sctiap jcnjang dan jenis pendidikan. 
Manajemen · Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MDS adalah model 
manajcmcn yang ditujukan dcngan kemandirian, kcmitraan. partisipasi. keterbukaan dan 
akuntabilitas, menggunakan pembelajaran PAKEM. dan melibatkan Peran Serra 
Masyarakat (PSM) 

9. Manajcmen adalah Pengelolaan Sekolah yang dirujukan dengan kemandirian, kemitraan, 
aprtisipasi, ketcrpurukan dan akuntabilitas. 

10. PAKEM adalah proses pembelajaran yang Aktif, Krearif, Efektif dan Menyenangkan. 
11. Peran Serta Masyarakat, yang selanjutnya disebut PSM adalah segala bentuk dukungan 

masyarakat dalam penyelcnggaraan pcndidikan. 

BAB I 
KETE::'IT A.'I UM M 

Pasal 1 

PELAKSANAAN 
PADA JENJANG 

TENTANG 
SEK OLAH 

PERATL"RAN BUPATI 
MANAJEMEN BERBASTS 
PENDIDLKAl'i DASAR 

Menerapkan 

MEMUTUSKAN : • 

3. l.Jndang-Uodang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Peodidikan Nasional: 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tenrang Pcmcrintahan 
Daerah. sebagairnana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang NomOr 12 Tahun 2008 tentang Pcrubahan 
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Dacrah: 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tcntang Pcnetapan 
Mulai Bcrlakunye Undang-Undang Nomor 12, 13. 14 dan 15 
Tahun 1950; 

6. Peraturan Pemcrintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 
Dasar; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 
Nasional Pcndidikan; 

8. Peraturan Pemerintah Nornor 38 Tahun 2007 tentang Pernbagian 
Urusan Pcmcrintah Amara Pemerintah. Pemerintah Dacrah, 
Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten I Kota; 



( I) Pendidikan diselenggarakan sebagai suaru proses pembudayaan dan pemberdayaan, 
mcmbcri kctcladanan. membangun kemauan. dan mengembangkan krearivitas pcscrta 
didik serta dialogis (UU no 20/2003: Sisdiknas). 

(2) Proses sebagaimana ayat (I) mcliputi proses Pengambilan Keputusan, Pengelolaan 
Kelembagaan, Pengelolaan Program, Bclajar Mcngajar. Monitoring Evaluasi, 
Supcrvisi, Review dan Advokasi, 

(J) Kinerja Sekolah diukur dari kualiras, cfcktiviias, produktivitas, efisiensi, inovasi. 
kualitas kehidupan kerja, dan moral kerja. 

(4) Pernbinaan tehnis dan administrasi dilakukan dalam rangka penerapan MBS di Sekolab. 
(5) Ketentuan MBS sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3) dan (4) diatas, diatur lebih 

lanjut dalam Petuujuk Tchnis Pclaksanaan. 

BAB IV 
KINERJAMBS 

Pasal 4 

Prinsip yang digunakan dalarn pelaksanaan MBS yairu : 
a. Melaksanakan otonomi manajemen pcndidikan. yaitu mengatur dan mengurus sendiri, 

tidak terganrung dari program dan pendanaan. sekolah diberi wewenang penuh unruk 
mengrunbil keputusan sesuai dengan keinginan/ tuntutan sekolah dan masyarakat, namun 
tidak dibenarkan menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b. Flcksibilitas, yaitu luwes dalam mcngelola, mcmanfaatkan dan memberdayakan 
sumberdaya sekolah secara optimal unruk rneningkatkan mutu sekolah. 

c. Mcningkatkan Partisipasi, yairu warga sekolah dan masyarakat dilibatkan secara Jangsuog 
dalarn penyelenggaraan pendidikan rnulai dari pengambilan keputusan, pclaksanaan, 
monitoring cvaluasi dan pertanggungjawaban, sehingga tumbuh inisiatif dan prakarsa 
warga sekolah dan masyarakat dalarn rangka meningkatkan mutu pendidikan. 

BAB ill 
PRJ.NSlP M.BS 

Pasal 3 

( I) Pelasanaan MBS di seluruh satuan pendidikan pada jenjang Pendidikan Dasar 
dimaksudkan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan kualitas 
manajemen dan proses pernbelajaran scrta pclibatan l'SM. 

(2) Pclaksanaan MBS scbagairnana tersebut pada ayat (I) berfungsi untuk Pengintegrasian 
Kebijakan Pemerintah uotuk menjamin pernerataan kcscmpatan pcndidikan dalam 
rangka pcnunrasan wajib belajar Pendidikan Dasnr 9 Tahun di Kabupaten Klaren 
melalui Sekolah yang bermutu, dengan pelaksanaan amanat Undang-Undang mcngcnai 
penerapan MBS pada scluruh saruan pendidikan. 

(3) Pclaksanaan MBS bertujuan unruk : 
a. Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kcmandirian, flcksibilitas, 

kerjasama, prakarsa clan inisiatif pemangku kepentingan atau warga sekolah dalam 
mengelola, memanfaatkan, dan mcmbcrdayakan sumbcr daya lokal yang tersedia; 

b. Mcningkatkan kepedulian pemangku kepentingan atau warga sekolah dan 
rnasyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui keterbukaan, pcngambilan 
keputusan bersama, monitorong evaluasi dan pertanggungjawaban bersarna ; 

c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang 
peningkatan mutu pcndidikan di setiap sekolah; 

d. Meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang rnutu pendidikan yang 
akan dicapai; dan 

e. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, relevansi, dan pemerataan pendidikan ditempat 
sekolah itu berada. 

BAB LI 
~ KSUD. FUNG SI DAI~ Tu.JUAN 

Pasal 2 
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BEIUTA OAF.RAH K..ABUPATEN KT.ATEN TAlIUN 2008 OMOR \~ 

Diundangkan di Klaren 
pad a tanggal o.t. trcJu >{\it' ,-cc 8 

ET ARTS DAEIWI KABlJPATEN KLATI:K, 

Ditetapkan di Klaren 
pada tanggal ~ fre.J~ > ().,> 9-co8 

Agar scuap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Pcraturan Bupau iru dengan 
penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Klaren. 

Peraturan Dupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 

Pasal8 

Hal-hal yang belum diatur dalam l'eratumn Bupau ini, diatur teein tanjut dalam PclU11Juk 
Tehnis Pelaksanaan MBS olch Kcpala Dinas P dan K . 

Pasal 7 

Dengan berlakunya Pcraturan Bupati iru, semua sekolah pada jcnjang Pendrdikan Dasar 
Dacrah bcrkewajiban melaksanakan MBS secara pcnuh. 

BABVI 
KF.TE1''TUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Petaksanaan M.ljS dalam kcrangka sinergrtas dengan pelaksanaan Kebijakan Pernermtah 
Daerah tentang Sekolah Gratis yang bcrmutu padajenjang Pendidikan Dasar, 
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